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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 merupakan peraturan

perundang-undangan yang mengatur segala aspek terkait dengan Aparatur

Sipil Negara (ASN). Terkait tentang masa percobaan Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS), yang pada UU ini tertuang daiam pasal 64 ayat 1, menyatakan

bahwa masa percobaan CPNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk

memenuhi salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksudkan agar

menciptakan PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta serta

mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Peran ASN

sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan sebagai

perekat dan pemersatu bangsa.

Penciptaan ASN sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas

membutuhkan adanya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar

CPNS) untuk menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas,

nasionalisme, etika publik, komrtmen mutu,dan.anH korupsi (ANEKA). Selain

itu dibutuhkaq dtikungan dari semua pihak teilBbni/fepada pihak yang

diwajibkan memberikan pendidlkan dan pelatihan terhadap CPNS, agar para

peserta Latsar CPNS mampu mengerti dan memahami nilai-nilai dasar dalam

aktualisasi setiap kegiatan.

Perlunya aktualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN)

memiliki kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Perka

LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan

dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Harapannya setelah



mendapatkan pendidikan dan pelatihan dimaksud CPNS akan mampu

mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas

jabatannya.

B.DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (PNS);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republtk Indonesia;

5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2018;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan

1
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BAB II

PROFIL ORGANISASI

A.VISI MISI UNIT KERJA

Dalam menjalankan tugas Setjen dan BK DPR Rl memiliki visi dan misi

yang nnenjadi pedoman dalam pelaksanaan dukungan fungsi DPR Rl. Visi

dan Misi Setjen dan BK DPR Rl adalah sebagai berikut:

Visi ; Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl yang

profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR

Rl.

Misi:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional,

andal, transparan. dan akuntabel;

2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan

akuntabel.

Sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR Rl, berikut ini adalah visi misi yang dimiliki oleh

Pimpinan TinggI Pratama Biro Persidangan II:

VISI

Tenvujudnya dukungan persidangan Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan
Urusan Rumah Tangga. Mahkamah Kehormatan Dewan, Panitia Khusus, dan

Badan Akuntabiiitas Keuangan Negara DPR Rl yang profesional dan akuntabel.

MISI

1. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan fungsi DPR
Rl di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengawasan;

2. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan
persidangan;

3. Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di Badan
Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah
Kehormatan Dewan, Panitia Khusus, dan Badan Akuntabiiitas Keuangan
Negara DPR Rl.



B.STRUKTUR ORGANISASI

Setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintah tentu memiliki

struktur organisasi sebagai suatu komponen yang tidak bisa dilepaskan dari

keberadaan organisasi itu sendiri. Begitu halnya dengan Setjen dan BK DPR

Rl secara umum dan Bagian Sekretariat Badan Anggaran secara khusus

yang juga memiliki stuktur organisasi yaitu sebagai berikut:

Sekretaris
Jenderal

Deputi Deputi Inspektur ^
Administrasi Persidanqan Utama I

Biro Persidangan II'

Kepala Bagian
Sekretariat Badan

Ar^garan

Kepala Sub , , Kepala Sub
Bagian Rapat

•• §naiis Datadan
Informasif

C. PENJELASAN TUSI

•V'-l ?

r =: i

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Penwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR Rl)
menyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl merupakan lembaga



aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Pinnpinan DPR Rl. Setjen dipimpin

oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin o!eh Kepala Badan

Keahiian.

Sekretariat Jenderal DPR Rl merupakan unsur penunjang DPR, yang

berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Sekretariat Jenderal

(Setjen) DPR Rl mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan

wewenang dan tugas DPR Rl di bidang administrasi dan persidangan.

Terhitung sejak 1 April 2019, penulis ditempatkan di Biro Persidangan II

pada Sekretariat Badan Anggaran dibawah Sub Bagian Rapat. Menurut

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

Pasal 159 disebutkan bahwa Biro Persidangan II mempunyai tugas

menyelenggarakan dukungan persidangan kepada Badan, Mahkamah, dan

Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 161

menjelaskan bahwa Biro Persidangan II memiliki 6 (enam) bagian, yaitu

Bagian Sekretariat Badan Legislasi. Bagian Sekretariat Badan Anggaran,

Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Bagian Sekretariat

Badan Urusan Rumah Tangga. Bagian Sekretariat Panitia Khusus. dan

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. , ,

Pasal 166 rpenyebutkan bahwa Bagian Sekr'̂ VI^ B^dan Anggaran
mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan

Anggaran. Selanjutnya, Pasal 167 menyatakan bahwa dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bagian Sekretariat Badan

Anggaran menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat

Badan Anggaran;

2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;

3. Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;



4. Pelaksanaan penyiapan bahan/ materi dan pelaksanaan dukungan

rapat Badan Anggaran;

5. Pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Anggaran;

6. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro

Persidangan II; dan

7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro

Persidangan II.

Lebih lanjut, penulis yang menjabat sebagai Analis Data dan Informasi

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengolah bahan untuk mendukung penyusunan

konsep kebijakan atau aturan tentang dukungan persidangan;

2. Menyusun telaahan stafterkait pelaksanaan dukungan persidangan;

3. Menyusun dan mengolah data dan informasi menjadi konsep bahan

rapat;

4. Menyusun konsep jadwal acara rapat per masa sidang;

5. Menyusun konsep skenario rapat;

6. Menyusun konsep pointer bahan rapat;

7. Menyusun konsep laporan singkat rapat;

8. Menyusun konsep program kerja tiap masa persidangan;

9. Mengelola database ouiput-. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia - ' ' -r >
'• /::

10. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;

n.Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan

setiap waktu diperlukan.

Berdasarkan dengan tugas pokok di atas dan dengan kesepakatan penulis

dengan Pejabat Penilai maka Sasaran Kinerja Pegawai yang telah disetujui

adalah sebagai berikut:



FORMUUR SASARANKERJA

PEGAWAI KEGERl SIPIL

NO LPEJABATPEIttJU NO Q. PEGAWAI NEGER! SIPU. YANG DM(LM

2

3
i

5

Nams

NP

PvigkM/GotRuang
JaMsn

IMKsn*

IdaNur^ SSos. klA.

19760401'9WT7002
P«na!sTvigkalt/f!t/id
KaoaiaSuo Bag«i Rapat
BadanAnqoaran.3vo 1

1

2
3

5

^t8ma

NP

Pw>gfcai^.Ri>Bfig
Jabatan

UntKuia

NMDAHWARACHMW SUHAAfl, S£
1S9S0916 2019(02001

PtraCaMiida'Ill's

Dn dan MbriTBa

BadanAngoawi, SBoPawdanoan K

NO •1. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK*

TAfX^

KUAIfnOUTPUT KIMLMOTU WMcru BAYA

1 MnwtuwtewMp tfcwwwo rapat 0 i EMstnan 100 lailw 0

2 MesywuikoMOp laporan luiglistf«|W( 0 6 Dobrnw 100 9 bylgn 0

3 IfengaUs databaM ouSpiR Aial Keten^apan Dnw PcRMldw) Raky«
RaMAIndmaa

0 6 OetamaA 100 9 buiwi 0

4 Mriosanakws«aB lain Mrkak jang Mtai. 0 6 Odumen 100 9 butag 0

6 (enam) dokumen yang merupakan output dari Sekretariat Badan Anggaran,

yaitu antara lain;

1. Dokumen Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP.

2. Dokumen Pembahasan RUU APBN.

3. Dokumen Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester

II APBN tahun berjalan.

4. Dokumen Pembahasan RUU Perubahan APBN.

5. Dokumen Pembahasan RUU =seb^pi pertanggungjawaban atas

Pelaksanaan APBN tahun sebelumnya. •

6. Kegiatan Badan Anggaran lainnya.

Setiap dokumen tersebut merupakan kumpulan dari;

1. Skenario / pointer rapat

2. Rancangan jadwal pembahasan

3. Laporan singkat

4. Laporan panja

5. Kesimpulan pembahasan

' t



6. Laporan kinerja setiap masa sidang

7. Laporan kinerja 1 tahun siding

8. Laporan rencana kegiatan setiap siding

9. Laporan kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri

10.Materi-materi rapat

. r n A ' H y n. ~
-•"t til *-"
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BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

A.IDENTIFIKASI ISU

ISU1 : Kurangnya pemanfaatan Cloud DPR di Sekretariat Badan

Anggaran

Dampak

Dokumen yang tidak tersimpan pada satu tempat merupakan

permasalahan pertama yang ada di Sekretariat Badan Anggaran.

Tersebarnya dokumen akan menyulitkan dalam proses recall di masa yang

akan datang. Lebih ianjut, jika dilihat dari sisi efektivitas dan efisiensi, maka

penyebaran data merupakan masalah yang harus di atasi.

Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan adalah terselesaikannya permasalahan terkait

kurang maksimalnya pemanfaatan Cloud DPR. Permasalahan ini dapat

terselesaikan dengan cara menyimpan seluruh dokumen di dalam satu

tempat, sehingga mempermudah dalam proses recall dokumen. Sehingga,

proses penyajian dokumen dapat lebih efektif dan efisien.

Dukungan Teoritis

Pemaksimalan penggunaan Cloud DPR guna menyelesaikan

permasalahan kurangnya pemanfaatan Cloud DPR di Sekretariat Badan

Anggaran merupakan pendekatan dalam penerapan Whole of Government.

Hal ini dikarenakan unit kerja dapat memanfaatkan produk dari unit lain

(BDTI) untuk mempermudah penyimpanan data.



ISU2 : Belum optimalnya pemanfaatan wadah pengkolektifan dan

pengolahan data dan informasi persidangan secara offline di Sekretariat

Badan Anggaran

Dampak

Belum optimalnya pengumpulan dokumen dalam satu wadah merupakan

dampak dari kurang maksimalnya pemanfaatan penyimpanan data di

Sekretariat Badan Anggaran. Kurang cepatnya penyajian data merupakan

dampak dari belum terkumpulnya dokumen dalam satu wadah. Lebih lanjut,

lambannya penyajian akan mengurangi pemaksimalan pelayanan publik,

yang akan berlanjut pada kurangnya kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat

Badan Anggaran.

Kondisi yang Diharapkan

Penggunaan penyimpanan dokumen secara offline merupakan solusi

yang baik, hal ini dikarenakan penyimpanan secara offline lebih user friendly

dan dokumen yang tersimpan lebih aman dan terjamin kerahasiaannya.

Lebih rinci, dengan adanya pengoptimalan pemanfaatan penyimpanan

dokumen secara offline, diharapkan akan lebih bermanfaat dalam

penyimpanan dokumen-dokumen terkait rapat, seperti skenario rapat,

laporan singkat, laporan panja kesimpulan pembahasan, laporan paripuma.

laporan kinerja per masa sidang, laporan kinerja per tahun, laporan rencana

kegiatan awal sidang, dan laporan kunjugan kerja baik dalam maupun luar

negeri.

Dukungan Teorltis

Adanya pengoptimalan pemanfaatan wadah khusus untuk pengkolektifan

dan pengolahan data dan informasi merupakan pendekatan pelayanan publik

dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini dikarenakan terpenuhinya prinsip-prinsip

10



pelayanan pubtik yang ada, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak

diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan

berkeadilan.

ISU3 :

Kurangnya pemanfaatan lembar check list untuk hardcopy bahan

(materi) rapat

Dampak

Banyaknya bahan (materi) hardcopy pada tiap rapat yang harus disimpan

dalam satu tempat akan menyulitkan pencarian bahan rapat di masa yang

akan datang. Seringkali, staf atau tenaga ahli anggota DPR Rl mencari

bahan rapat yang telah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Dengan

belum digalakkannya lembar check list pada tiap folder bahan rapat yang

disimpan, akan membuat pencarian semakin lama. Sehingga pelayanan yang

diberikan oleh staf sekretariat tidak maksimal.

Kondisi yang Diharapkan

Adanya lembar check list pada tiap folder bahan rapat akan

memudahkan pencarian bahan dalam bentuk hardcopy di masa yang akan

datang. Sehingga, akan memudahkan bagi staf sekretariat untuk memberikan

pelayanan yang cepat ketika staf atau tenaga ahli anggota DPR Rl meminta

bahan rapat yang telah lalu.

Dukungan Teoritis

Adanya pemaksimalan lembar check list merupakan pendekatan

pelayanan publik dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini dikarenakan

terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan publik yang ada, yaitu partisipatif,

11



transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan

efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.

B.PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Pemilihan isu prioritas dilakukan dengan menggunakan Teknik USG, yaitu

suatu teknik yang melihat suatu isu dari segi urgency, seriousness, dan

growth. Pada analisa dengan teknik USG, terdapat pemberian skor dari 1

hingga 5. Skor 1 merupakan nilai terendah, dan 5 adalah nilai tertinggi.

Semakin tinggi total nilainya, maka isu tersebut merupakan yang paling

penting di antara isu-isu lainnya.

Kurangnya pemanfaatan Cloud DPR di
Badan Anggaran
Belum optimalnya pemanfaatan wadah
pengkolektifan dan pengolahan data dan
informasi persidangan secara offline di
Sekretariat Badan Anggaran
Kurangnya pemanfaatan lembar checl<
//sf untuk hardcopy balrian (mated) rapat

5 4 4

2 3 3

TOTAL RANKIN1

13

Berdasarkan hasil analisa USG di atas, dapat diketahui bahwa isu yang

paling utama untuk diselesaikan adalah isu mengenai belum optimalnya

pemanfaatan wadah pengkolektifan dan pengolahan data dan infonnasi persidangan

secara offline di Sekretariat Badan Anggaran.

C.GAGASAN PEMECAHAN ISU

Isu yang paling utama untuk diselesaikan adalah isu kedua, yaitu isu

terkait belum optimalnya pemanfaatan wadah pengkolektifan dan pengolahan data

dan informasi persidangan secara offline di Sekretariat Badan Anggaran. Adanya

isu ini mengakibatkan terhambatnya mobilitas data yang diperlukan sewaktu-

waktu. Sekretariat Badan Anggaran sebagai salah satu aiat kelengkapan

12



dewan diharuskan untuk memberikan data-data yang diminta oleh para

anggota dewan maupun rekan kerja dengan cepat. Belum optimalnya

pemanfaatan wadah pengkolektifan dokumen menyebabkan kurang cepatnya

penyajian dokumen, yang akan berdampak pada kurang maksimalnya kinerja

pelayanan yang diberikan.

Gagasan pemecahan isu yang ingin diajukan adaiah pengkolektifan dan

pengolahan data dan informasi persidangan secara offline di Badan

Anggaran dengan menggunakan Local Area Network (LAN). LAN adaiah

jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti

jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekoiah atau yang

lebih kecil. Penggunaan LAN dapat menjadi adanya wadah pengkolektifan

data dan informasi persidangan secara offline di Badan Anggaran. Sehingga,

penyajian dan pengolahan data akan menjadi lebih cepat.

Target jangka pendek dari gagasan pemecahan isu yang diajukan adaiah

dapat segera terealisasinya pengoptimalan penggunaan LAN di Badan

Anggaran. Sedangkan, target jangka panjang yaitu peralihan penyimpanan

dan pengolahan data secara offline (penggunaan LAN) menjadi penggunaan

Cioud DPR.

» A ' ' * •
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D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : Badan Anggaran, Biro Persidangan II

Identlfikasi Isu Anggaran : 1. Kurangnya pemanfaatan Cloud DPR di Badan Anggaran

2. Belum optimalnya pemanfaatan wadah pengkolektifan dan pengolahan

data dan informasi persidangan secara offline di Sekretariat Badan

Anggaran

3. Kurangnya pemanfaatan lembar check list untuk hardcopy bahan (materi)

rapat

Isu yang DIangkat ; Belum optimalnya pemanfaatan wadah pengkolektifan dan pengolahan data

dan informasi persidangan secara offlinedi Sekretariat Badan Anggaran

Gagasan Pemecahan Isu : Pemanfaatan Local Area Network (LAN) untuk pengkolektifan dan

pengolahan data dan infomasi

Ino KEGIATAN

"Pengumpul
an dokumen*
fisik dan soft

file

TAHAPAN

KEGIATAN

1.1. Melakukan

koordinasi dan

konsultasi

dengan
pengelola

OUTPUT/HASIL

KETERKAITAN

SUBSTANSI MATA

PELATiHAN

1.1 Pemberian ijin
untuk

melakukan

aktualisasi

Nilai Dasar PNS;

1. Akuntabilitas

Pencarian terhadap
dokumen'

merupakan suatu
li>entuk pertanggung
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KUNTRIBUSI

TERHADAP

VISi MISI

Terhadap
VisI:

Seluruh

rangkaian
kegiatan ini
mendukung

PENGUATAN

NItAI

ORGANISASI

1. Religius
Percaya
kepada
Tuhan Yang
Maha Esa

2. Akuntabiii



untuk

melakukan

kegiatan
pelaksanaan
aktualisasi

{berkonsultasi
dengan
pimplnan)

1.2. Melakukan

pencarian dan
pengumpulan
dokumen*

yang terkait
dengan
persidangan

1.3. Mencari dan

mengumpulkan
arsip di ruang
penyimpanan
arsip
Sekretariat

Badan

Anggaran dan
di bagian
Arsiparis
Setjen dan BK
DPRRl

1.4. Melakukan
pemilahan
dokumen* dan

arsip

1.2 Dokumen*

tersedia dan

terkumpul

1.3 Arsip tersedia
dan terkumpul

1.4 Semua

dokumen* dan

arsip yang
ada dipilah-
pilah _,_^mm
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jawaoan aias nasii
(output) rapat yang
telah dilakukan.

2. Komltmen Mutu
Pengumpulan arsip
bertujuan untuk
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keterbaruan

(Inovasi) dalam
rangka perbaikan
mutu secara

berkesinambungan.

3. Etika Publik

Kegiatan
berkonsultasi dan

berkoordinasi

dengan pengelola
persidangan
bertujuan untuk
menyatukan
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Urusan sebagai ASN
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**Pengolahan
Dokumen*

2.1 Mempersiapkan
dan mengecek
keslapan alat
untuk

pemindaian
(scanning)

2.2 Melakukan

pemindaian
(scanning)
untuk dokumen*

fisik.

2.3 Melakukan

convert

dokumen* hasil

pemindaian
dan soft file

yang

sebelumnya
menggunakan
format non-

PDF menjadi
dalam bentuk

PDF.

2.4 Membuat

waten7iaii<

keterangan
terkait dengan
rapat.

2.5 Melakukan

proteksi
dokumen*

2.1 Alat

pemindaian
(scanning)
siap untuk
digunakan.

2.2 Dokumen*

sudah siap
dipindai.

2.3 Seluruh

dokumen*

sudah

menggunakan
fonnat PDF

2.4 Seluruh

dokumen*

sudah

memiliki

watermark

2.5 Seluruh

dokumen*

terkunci
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Nilai Dasar PNS:

1. Akuntabilitas

Melindungi
dokumen* dengan
watermark dan

password suatu
bentuk pertanggung
jawaban agar
kedepannya
dokumen* dapat
terus terlindungi.
2. Komitmen Mutu

Proses pemindaian.
watermark dan

password
merupakan sebuah
upaya untuk
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digital.
3. Etika Publik
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an

dukungan
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**Penyimpana
n Dokumen*

dengan
password

3.1 Menghubungi
BDTI untuk

diskusi

mengenai
permlntaan
pembuatan
jaringan LAN

3.2 Setelah

disetujui
menghubungi
subbagian TU
untuk

mengirimkan
nota dinas

permintaan
pembuatan
jaringan LAN

3.3 Persiapan
pemasangan

jaringan LAN

3.4 Penentuan

komputer
server

dengan
password

3.1 Persetujuan
pembuatan
jaringan LAN

3.2 Nota dinas

dengan tujuan
kepada BDTI

3.3 Dokumen*
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dikeiompokka
n kedalam

folder-folder

3.4Terdapat satu
komputer
sebagai
server dan

tiga sebagai
client

17

dan tidak berpifiak.

Nilai Dasar PNS:

1. Akuntabilitas

(\^erupakan bentuk
pertanggungjawaba
n untuk memastikan

penyimpanan
dokumen*.

2. Nasionaiisme

Proses

penyimpanan
dokumen* dengan
memjnta bantuan

BDTI merupakan
satu bentuk kerja
sama dan gotong-
royong untuk
melakukan

perbaikan
pelayanan
berkesinambungan
3. Komitmen mutu

Membuat jaringan
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mutu, karena
adanya keinginan
untuk selalu

memberikan
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•garaan^™
dukungan
persidanga
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Badan
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Badan

Urusan

Rumah

Tangga,
Mahkamah

Kehomiata

n Dewan,
dan Panitia

Khusus

DPR RL



**Uji Coba
Pendistribusia

n Dokumen*

4.1 Memastikan
jaringan LAN
telah terpasang

4.2 Menentukan

dokumen* yang
akan dikirim

sebagai bahan
uji coba

4.3 Melakukan uji
coba

pendistribusian
dokumen* dari

server ke

client

4.1 Terdapat satu
komputer
server dan

tiga komputer
client

4.2 Terdapat satu
dokumen*

yang akan
dikirim

4.3 Uji coba
berhasii

"Setiap tahapan kegiatan dilakukanpendokumentasian.
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Nilai Dasar PNS:
1. Akuntabilitas

Uji coba merupakan
wujud
pertanggungjawaba
n atas pelaksanaan
rancangan

aktualisasi, dan
memastikan

rancangan

aktualisasi berjatan
dengan balk.
2. Komitmen

mutu

Merupakan suatu
upaya melakukan
komitmen mutu

dengan memastikan
(mengecek)
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pelaksanaan
rancangan

aktualisasi.

*Dokumen yang dimaksud adalah dokumen terkait penyelenggaraan rapat, yaitu skenario rapat. laporan singkat. laporan kesimpulan
panja, laporan paripurna, laporan kinerja per masa sidarjg, laporan kinerja per tahun, laporan kinerja awal sidang, dan laporan
kunjugan kerja baik dalam maupun luar negeri.



BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Kegiatan 1: Pengumpulan dokumen fisik dan soft file

Kegiatan pertama yang dilakukan adalahi melakukan koordinasi

dengan pimpinan dan rekan kerja, khususnya di bagian persidangan, yang

dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019. Koordinasi dilakukan dengan

mendiskusikan terkait jaringan yang akan dipasang, jumlah komputer yang

digunakan. dan file apa saja yang akan dimasukkan ke dalam jaringan.

Permohonan untuk pembehkan izin dan dukungan juga dilakukan dalam

koordinasi. Berikut adalah hasil koordinasi dengan pimpinan dan rekan

kerja:

Gambar 1.1: koordinasi dengan pimpinan terkait rencana pelaksanaan aktualisasi

(29/08/2019)
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Gambar 1.2: koordinasi dengan rekan kerja terkait rencana pelaksanaan aktualisasi

(29/08/2019)

^ feu MuruL
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Gambar 1.3: perkiraan terkait jaringan LANyang akan diaktualisasikan (29/08/2019)
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Tahapan selanjutnya yaitu mencari dokumen yang berbentuk fisik,

maupun non fisik (soft file), yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2019.

Pencarian ini dilakukan melalui pencarian file terkait persidangan yang

ada di komputer-komputer, maupun pencarian hard file yang berupa kaset

rekaman persidangan. Dokumen-dokumen yang rencananya akan diminta

di bagian arsip pun telah tersedia di Sekretariat Badan Anggaran,

sehingga tidak diperlukan lag! adanya koordinasi dengan bagian arsip

untuk meminta dokumen yang disimpan. Selanjutnya, dokumen yang telah

dikumpulkan, akan dipilih untuk diolah ke tahapan kegiatan selanjutnya.

Gambar 1.4: proses pencarian dokumen yang masih berbentuk hard file (30/08/2019)

Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dalam kegiatan pertama

adalah akuntabilitas, komltmen mutu, dan etika publik. Nilai-nilai dasar

ASN ini terdapat dalam setiap tahapan-tahapan yang dilakukan dalam

kegiatan pertama.
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Kegiatan 2: Pengolahan dokumen

Setelah menentukan dokumen-dokumen yang akan diolah, perlu

dilakukan pengecekan terhadap kesiapan alat pemindaian {scanning),

yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2019. Hal ini bertujuan untuk

memastikan proses pengubahan dokumen hard file menjadi soft file dapat

berjalan dengan baik. Dokumen yang belum menjadi soft file selanjutnya

discan. sehingga semua dokumen yang akan diolah dapat berbentuk soft

file dan mempermudah dalam proses sharing dokumen. Dokumen hasil

scan harus dipastikan dalam format pdf. Apabila terdapat dokumen-

dokumen terdahulu maupun dokumen saat ini yang masih dalam format

jpg. ataupun format lainnya, maka harus dilakukan convert dokumen ke

dalam format pdf. Proses convert ini dilakukan secara online melalui

website ilovepdf.com atau smalipdf.com, yang dilakukan pada tanggal 3

September 2019.

Gambar 2.1: proses pengecekan alat scanning, yang dilanjutkan dengan scanning

dokumen (30/08/2019)
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Gambar 2.2: proses merubah file dalam format jpg ke format pdf(03/09/2019)

Selanjutnya, perlu untuk dibuat watermark berdasarkan tanggal,

masa sidang, dan pembahasan dalam rapat, yang dilakukan pada tanggal

3 September 2019. Watermark yang dibuat harus seragam antara staf

satu dengan yang lainnya, sehingga mempermudah dalam proses recall

dokumen di masa yang akan datang. Tahapan akhir dari kegiatan kedua

ini adalah pemberian proteksi, yaltu berupa pemberian password terhadap

dokumen yang disimpan. Tujuannya adalah agar menjamin keamanan

dari dokumen yang akan diolah. Password hanya diketahui oleh internal

Sekretariat Badan Anggaran.

». PENDAHULUAN RAPBN 2020

j. RUU APBN 2020

i. RUU APBN-P 2019

I. RUUP2 APBN 2018

3/07/2019 9:12 AM

13/08/2019 1-A9PM

9/01/2019 3:03 PM

16/07/2019 1:06 PM

File folder

File folder

File folder

File folder

Gambar 2.3: pemberian watermark pada tiap-tiap rapat (03/09/2019)
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Gambar2.4: memastikanbahwa dokumen dapat terlindungi dengan password

(03/09/2019)

Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dalam kegiatan kedua adalah

akuntabilltas, komitmen mutu, dan etika publik. Nilai-nilai dasar ASN ini

terdapat dalam setiap tabe^D^aliapan tyajig dilakukan dalam kegiatan
kedua. -

' L /•

' >

Kegiatan 3: Penyimpanan Dokumen

Proses penyimpanan dokumen diawali dengan komunikasi yang

intens dengan BDTI, selama minggu pertama September hingga minggu

pertama Oktober 2019. Komunikasi intens bertujuan untuk memastikan

kesamaan pemikiran terkait jaringan yang akan dibuat. Selain itu,

komunikasi intens juga bertujuan untuk mem-follow up, agar pemasangan
jaringan dapat segera dilakukan. Proses komunikasi juga pernah

dilakukan secara berkelompok, dengan evidence dapat dilihat pada
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lampiran 1. Setelah satu pemikiran dengan BDTI terkait jaringan yang

akan dibuat, tahapan selanjutnya adalah berkomunikasi dengan staf tata

usaha Sekretahat Badan Anggaran terkait pembuatan nota dinas.

Selanjutnya, nota dinas akan dibubuhi tanda tangan dan nomer, lalu

diberikan kepada staf tata usaha bagian BDTI. Evidence nota dinas dapat

dilihat pada lampiran 2.

Gambar 3.1: proseskoordinasi pertama kali dengan BDTI terkait jarin^n yang diinginkan
(06/09/2019)

Gambar 3.2: proseskoordinasi secara berkelompok dengan BDTI terkait jaringan yang
diinginkan (10/09/2019)
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Gambar 3.3: proses koordinasi dengan BDTI via telepon terkait follow up kelanjutan

aktualisasi (dilakukan selama minggu pertamasampaiminggu ketiga September)

Dpf Qerry BDTI

AdJ komputer server?

Buti^ kabet !an nya ^7

Q. ^ I

i ir ii-.e

Ma». 6iH9M j**^,dnng*nny«tolil>;om(MUrMmr. SftfbMVKdan?
eStnt? . ,

lya mat. Ada IMo LAKbiMuiyi^nn ys?

Uo bm iih LAN y«t9 wirdsM mas.

Akw kunnj pthtm. ihnumnyakatomsMngLAN itugimtna ya7Harutpalw
UMton?

Mla2j*nis .

tn$a pake ktijej LAN. btsa juga pake USBWireless

kalo use Wire<e»dia nyatnbung ke wifi

rype<w55dQi?

Mas. p^maun^an yg paling cepat pake k^l atau 9akya? ^

Kato oi badanang^aran nutanMr* 2 kab«li^ kin2 ttrpasang Wm ya?

-f

Gambar 3.4: proses koordinasi dengan BDTI via WhatsApp untuk follow up kelanjutan
aktualisasi (dilakukan selama minggu pertama sampai minggu ketiga September)
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Akan tetapi, pada awal Oktober, Sekretariat Badan Anggaran

memilih untuk mengirimkan nota dinas kedua. Ha! ini bertujuan untuk

membehtahukan bahwa pemasangan yang akan dilakukan yaitu terdiri

dari satu folder, dengan dua sub folder di dalamnya. Evidence dari nota

dinas kedua dapat dilihat pada tampiran 3.

Gambar 3.4: proses koordinasiterakhirdengan.BpTl terkaitpelaksanaan aktualisasi

Tahapan selanjutnya pada kegiatan tiga adafah persiapan
pemasangan jaringan LAN. Persiapan pemasangan ini dilakukan ketika

sudah ada informasi dari BDTI bahwa pemasangan jaringan akan

dilakukan. Persiapan pemasangan meliputi pengecekan ulang dokumen-

dokumen yang akan 6\-shahng, dan juga mengecek watermark yang

diberikan pada tiap-tiap dokumen.

Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dalam kegiatan ketiga adalah

akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Nilai-nilai dasar ASN ini
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terdapat dalam setiap tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan

ketiga.

Kegiatan 4: Uji Coba Pendistribusian Dokumen

Setelah pemasangan jaringan LAN oleh BDTI, perlu adanya

pengecekan untuk memastikan jaringan telah terpasang sesuai dengan

rencana awal. Setelah memastikan bahwa jaringan telah terpasang

dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah memilih satu dokumen

yang akan d\-share, dalam tahapan uji coba. Uji coba dilakukan dengan

mengirim satu dokumen yang ada, lalu mengecek keberhasilan dari

sharing dokumen.

Jika dokumen telah berhasil 6\-share, maka pemasangan jaringan

telah berhasil. Sebaliknya, jika dokumen belum berhasil dl-share, maka

hal tersebut berarti jaringan belum berhasil dipasang. Jika hal ini terjadi,

maka perlu dilakukan pengecekan ulang oleh BDTI terkait pemasangan

jaringan.

Tahapan tambahan pada kegiatan empat adalah sosialisasi.

Tahapan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan uji coba pendistribusian

dokumen yang dilakukan bersama-sama dengan rekan kerja lainnya.
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Gambar 4.1: proses uji coba dan sosialisasi penggunaanjaringan U\Nyang telah

terpasang (07/10/2019)

Gambar 4.2: proses uji coba dan sosialisasi penggunaan jaringan LAN yang telah

terpasang (07/10/2019)
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Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dalam kegiatan keempat

adalah akuntabilitas, dan komitmen mutu. Nilai-nilai dasar ASN ini

terdapat dalam setiap tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan

keempat.

Kegiatan 5 (kegiatan tambahan): Pembuatan Pamflet

Kegiatan tambahan yang dilakukan adalah membuat pamflet terkait

proses (tata cara) masuk ke dalam jaringan l_AN {file sharing). Kegiatan

tambahan ini dilakukan agar staf Sekretariat Badan Anggaran tidak lupa

cara masuk ke dalam jaringan, sehingga tidak menghambat kinerja.

Tahapan pertama yang dilakukan dalam pembuatan pamflet adalah

membuat rangka bagan yang akan dimuat dalam satu kertas. Rangka

bagan ini meliputi cara-cara yang harus dilakukan untuk dapat nnengakses

jaringan LAN. DImulai dari membuka ikon folder pada taskbar, mengetik

alamat pada address bar, hingga memasukkan user name dan password.

# * %;P KCW
f;" '1;' 'P
v:i

i:

I
9vAA. \K

-

7 Z1

A

Gambar 5.1: rangka bagan dalam pembuatan pamflet (07/10/2019)
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Tahapan kedua yang dilakukan dalam kegiatan lima adalah

membuat pamflet. Pembuatan pamflet sesuai dengan rangka bagan yang

telah dibuat pada tahapan pertama. Hanya saja, pada pamflet akan

ditambahkan gambar-gambar, agar lebih menarik dan iebih mudah

dipahami.

CARA MENGGUNAKAN LAN (FILE SHARING)

icon folder

terdai^ gada taskbar)

i »

P- -• Q

i, MlrUJcy' ts.rPP'Jan sep®rti ini, lalu masukkan ^
o- - - a

0
; useit

•

Pada address bar, tetijc
Wfilebanggar.dpr.go.ld

J.

J.

Nimv

Muncul tampilan sejierti ini^ iaiu Uik2x
pac^ folder b^r^gar

Gambar 5.2: proses pembuatan pamflet (07/10/2019)

Contoh pamflet dapat dilihat pada lampiran 4.

Tahapan terakhir dari k^i^tan terakhir ini adalah memperbanyak
. l" f-i "• I / ^pamflet. Hal ini dimaf^dfert"" agar mempeVmud^K .dalam penyebaran

\
pamflet kepada staf Sekretariat Badan Anggaran. •« /
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Gambar 5.3:proses memperbanyak pamflet(08/10/2019)

Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dalam kegiatan kelima adalah

akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik. Nilai-nilai dasar ASN ini

terdapat dalam setiap tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan

kelima.

B. STAKEHOLDER
» I

' r.» D A Lj L •" ^
U-mH i

7
Freeman dan McVea (2001) memberikan definisi^ stakeholder

sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau

dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Definisi ini memberikan

artian bahwa stakeholder merupakan semua pihak yang turut merasakan

ataupun memberikan pengaruh pada output (produk) rancangan

aktualisasi. Stakeholder dari produk aktualisasi ini adalah:

1. Seluruh pegawai unit Badan Anggaran, khususnya pada baglan

persidangan;
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2. Anggota DPR Rl melalui tenaga ahli;

3. Rekan kerja (Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia,

dan Menko-menko).

C. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

Kendala

Perwujudan aktualisasi ini mengalami kendala dalam hal waktu. Badan

Anggaran memiliki siklus kerja yang padat di Bulan Mei hingga

September. PenA/ujudan kegiatan aktualisasi ini dilakukan pada tanggal 28

Agustus 2019 hingga 8 Oktober 2019, sehingga memiliki kendala berupa

waktu yang terbatas, karena harus mempersiapkan rapat-rapat yang ada.

Strategi Mengatasi Kendala

Kendala yang ada sebisa mungkin diatasi dengan cara memanfaatkan

waktu luang yang ada di antara rapat-rapat. Waktu yang terbatas

mengharuskan pemberlakuan manajemen waktu dengan baik. Selain Itu,

komunikasi dapat disiasati melalui media sosial (WhatsApp) agar

komunikasi lebih efektif dan efisien.

D. ANALISIS DAMPAK

1. Hasil tnisiatif

DA .J 3K na,.
Terwuiudnya aktualisasi ini memberikan'positif pada

beberapa pihak, antara lain: '*

a. Individu

Pelaksanaan aktualisasi ini membehkan pemahaman lebih

lanjut kepada individu (penulis) untuk lebih memahami tugas

pokok dan fungsinya sebagai seorang Analis Data dan Informasi

di Badan Anggaran. Selain itu, penulis juga dapat meningkatkan

pelayanan di unit kerja.

33



b. Pimpinan Langsung dan Unit Kerja

Pimpinan dapat memperoleh dokumen yang dibutuhkan dengan

cepat, karena dokumen telah terkumpul dalam satu wadah.

Dengan adanya peningkatan layanan, maka unit kerja akan

memiliki kinerja yang semakin baik.

c. Unit Organisasi

Adanya unit kerja yang memiliki peningkatan kinerja akan

memberikan dampak positif pada unit organisasi. Dampak

positif yang didapatkan yaitu berupa baiknya citra organisasi di

mata organisasi eksternal, karena organisasi memiliki kinerja

yang baik.

2. Nilai Dasar ANEKA

Terdapat lima nilai dasar ASN yang biasa disebut dengan

ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu,

dan Anti Korupsi). Nilai-nilai dasar ini harus teraktualisasi dalam

setiap tindakan maupun inovasi-lnovasi yang dilakukan oleh semua

ASN.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas

keberhasilan ataupun kegagalan organisasi daiam mencapai

tujuannya yang dilakukan ^cara :berkala^^rwan menggunakan
suatu ^-fnedia. Perwujudan aktualisasi ini ' n^emenuhi nifai

akuntabilitas, karena memfasilitasi pegawai untuk mengumpulkan

dokumen-dokumen pertanggungjawaban terhadap suatu rapat.

Nasionalisme yang merupakan perwujudan rasa cinta tanah air

juga tertuang dalam pelaksanaan aktualisasi. Keinginan untuk

memberikan inovasi demi kinerja yang leblh baik merupakan salah

satu cara untuk turut berkontribusi pada pembangunan negara

yang lebih baik, dan merupakan salah satu wujud cinta tanah air.
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Etika publik merupakan standar tentang benar dan salah yang

dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat. Pelaksanaan

aktualisasi merupakan salah satu perwujudan nilai etika publik,

karena memenuhi fungsi etika yaitu untuk menjalankan visi misi

organisasi dan turut menjaga citra instansi.

Komitmen mutu merupakan keinginan untuk selalu

memberikan kinerja terbaik, dan berusaha untuk memberikan

keterbaruan dan kemanfaatan secara terus-menerus. Pelaksanaan

aktualisasi ini memenuhi nilai komitmen mutu. karena berusaha

untuk memberikan peningkatan pelayanan dan kinerja.

Anti korupsi merupakan suatu usaha untuk memberikan kerja

yang bersih dan terbebas dari korupsi. Pelaksanaan aktualisasi ini

memenuhi nilai anti korupsi, karena mampu untuk memberikan

transparansi dalam penyaluran data dan informasi, sehingga

semakin mempersempit kemungkinan terjadinya korupsi.

Nilai-nilai dasar ASN yang tidak diterapkan dalam tiap tahap

kegiatan akan menyebabkan tidak maksimalnya pengaktualisasian

dalam pemanfaatan LAN. Hal ini dikarenakan tidak adanya

pedoman bagi tiap individu sebagai ASN untuk melakukan

pemanfaatan LAN dengap s^penub hati^. Kurangnya keikhlasan dan

kesunggi^ah .d^arti 'peTaksanaan aRtuah&aai^ menyebabkan tidak
L.

maksimalnya hasil akhir, sehingga kurang berdsi'mpak pada

peningkatan pelayanan.
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E. JADWAL KEGIATAN

NO
KEGIATAN/TAHAPAN

KEGIATAN

Pengumpulan dokumen
fisik dan soft file

Melakukan koordinasi dan

konsultasi dengan

pengeiola persidangan
untuk melakukan kegiatan
pelaksanaan aktuallsasi
(berkonsultasi dengan
pimpinan)

Melakukan pencarian dan
pengumpulan dokumen-
dokumen yang terkait

dengan persidangan.

Mencari dan

mengumpulkan arsip di
ruang penyimpanan arsip
Sekretariat Badan

Anggaran dan di bagian

Arsiparis Setjen dan BK
DPR Rl

Melakukan pemilahan
dokumen dan arsip.

Pengplahan Dokumen

Mempersiapkan dan

mengecek kesiapan alat
untuk pe(T\iRc^ian
(scanning). '- .! •
Melakukan " pemindaian
(scanning) untuk dokumen
fisik.

Melakukan convert

dokumen hasil pemindaian

dan soft file yang

sebelumnya menggunakan

format non-PDF menjadi
dalam bentuk PDF.

Membuat watermark

keterangan terkait dengan

rapat.

AGUSTUS

1 11 111 IV
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SEPTEMBER

1 11 ill IV

OKTOBER

A
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Melakukan proteksi
dokumen dengan

password

3 Penyimpanan Dokumen

Menghubungi BDTI untuk
diskusi mengenai
permintaan pembuatan

jaringan LAN

Setelah disetujui

menghubungi subbagian
TU untuk mengirimkan
nota dinas permintaan
pembuatan jaringan LAN

Pengiriman nota dinas
kedua untuk BDTI ii

Persiapan pemasangan
jaringan LAN I 1

4 Uji Coba Pendistribusian
Dokumen

Memastikan jaringan LAN
tetah terpasang

Menentukan dokumen

yang akan dikirim sebagai
bahan uji coba

Melakukan uji coba
pendistribusian dokumen
dari server ke client

5 Pembuatan Pamflet

Membuat rangka bagan
tentang tata cara

mengakses LAN {file
sharing)

J
1

U' 1

<

-V

Membuat pamflet sesuai
dengan rangka bagan
yang dibuat

I

Memperbanyak pamflet
yang telah jadi t
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil kegiatan aktualisasi merupakan pelaksanaan rancangan

aktualisasi yang telah disusun melalui beberapa proses. Proses yang

dilakukan mulai dari memilih isu prioritas, menelaah latar belakang, tujuan

dan manfaat dari isu yang diangkat serta melakukan analisa dengan

menggunakan teknik USG.

Output pelaksanaan hasil aktualisasi ini yaitu adanya jaringan LAN

{Local Area Network) yang terpasang di Sekretariat Badan Anggaran.

Jaringan ini dapat digunakan oleh seluruh anggota Sekretariat Badan

Anggaran dengan cara memasukkan user name dan passi^ord tertentu.

Pelaksanaan aktualisasi dibagi menjadi empat kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan pertanna adalah Pengumpulan Dokumen Fisik dan Soft File.

Dalam kegiatan pertama ini, nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan

adalah akuntabilitas, konnitmen mutu, dan etika publik.

2. Kegiatan kedua adalah Pengolahan Dokumen. Dalam kegiatan

kedua ini, nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan adaiah akuntabilitas,

komitmen mutu. dan etika publik.

3. Kegiatan ketiga adalah Penyimpanan Dokumen. Dalam kegiatan

ketiga ini, nilaj-niiai dasar ASN yangjjifejrapf^^ja^alah akuntabilitas.
nasicnal^T^e, dan komitmen mutu. '

4. Kegiatan keempat adalah Uji Coba Pendistribusian Dokumen. Dalam

kegiatan keempat ini, nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan adalah

akuntabilitas, dan komitmen mutu.

5. Kegiatan kelima adalah Pembuatan Pamflet. Dalam kegiatan kelima

ini, nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan adalah akuntabilitas.

komitmen mutu, dan etika publik.
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B. SARAN

Saran yang diberikan untuk pelaksanaan aktualisasi adalah lebih

ditingkatkannya penggunaan aplikasi maupun jaringan untuk sharing

dokumen. Penggunaan sharing dokumen berbasis online yang dapat

digunakan dimanapun dan kapanpun menjadi bagian penting dari

tercapainya pelaksanaan kinerja yang lebih baik. Sehingga, penulis

menyarankan agar aktualisasi dalam hal shahng informasi terus

ditingkatkan. Lebih lanjut, penulis juga menyarankan dalam pemaksimalan

penggunaan Cloud DPR, agar data dan informasi dapat disimpan dan

diproses dimanapun dan kapanpun.

,.-->4 •I bk Op
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Penwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara

.tHDA ' .iK Op,,
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LAMPIRAN 1

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.ld

DAFTAR HADIR RAPAT AKTUALISASI DENGAN BDTI

Pusdiklat, 10 September 2019

No Nama Unit

D Aa

Tand^^Tangan

I

I. RSdliilciK toPoK Komisi IT

^ •

NohSa OcAo^ww .\mV\0 Vorpolkinr ' K^i/^ •
"S. "15isu.V\oirto CliMcn TujponlaW VU

t>. Sek • Git
(AJorocKmaU ^uWxru

Wfi Wid(3f€mo ^
ni-7^-

3. Xaiv«t 67icl.

\o. ^ctKio kxc^a ^erdi' f^A

12- iZ^t fUUM fUjiP^/AU/Ahl fttf. ttftAwOan ^ I
iS PuCpA(J<'A»c <r
m V^U Ai_ V-iA-Viwi
'b. i^nif

\(v p^V\i7\ 6cri
T



DATA PROYEK AKTUALISASI

Nama

NIP

Jabatan

Unit Kerja
Judul Aktualisasi

Nama Proyek Aktualisasi
Input

Proses

Output

Nindah Warachmah Suharji
199509162019032001

Analls Data dan Informasi

Badan Anggaran, Biro Persidangan II
Pengkolektifan dan Pengolahan Data dan
Informasi dengan LAN (Local Area Network)
Pemasangan Jaringan LAN
Pemasangan jaringan LAN untuk:

• 1 komputer sen/er
• 2 komputer sub sen/er (sub rapat dan

sub TU)
• 3 komputer client (rapat)
• 4 komputer client (TU)

Pemasangan jaringan LAN dimaksudkan agar:
• Komputer client dapat mengirim

dokumen ke komputer sub server.
• Komputer server dapat membagikan

dokumen yang dibutuhkan oleh client
maupun sub sen/er.

• Komputer client tidak bisa mengakses
dokumen yang dimiliki oleh sub sen/er
maupun sen/er.

• Komputer sub sen/er dapat mengirim
dokumen ke server maupun client

• Komputer su£) server tidak dapat
mengakses dokumen yang dimiiiki oleh
server

Output yang akan didapatkan dengan adanya
pemasangan LAN:

• Lebih mudah dan cepat dalam proses
pengkolektifan
dokumen.

Terkumpulnya
wadah.

dan pengolahan

dokumen dalam satu



Contoh skema jaringan LAN yang akan dibuat:

KOMPUTER

SERVER

(Kabag Set. Banggar)

KOMPUTER

SUB-SERVER

(Kasubbag Rapat)

KOMPUTER aiENT

(Staf Rapat)

KOMPUTER aiENT

(Staf Rapat)

KOMPUTER CLIENT

(Staf Rapat)

Keterangan (berdasarkan warna garfs):

KOMPUTER

SUB-SERVER

(Kasubbag TU)

KOMPUTER aiENT

(StafTU)

KOMPUTER aiEfSTT

(StafTU)

KOMPUTER aiENT

(StafTU)

KOMPUTER CLIENT

(StafTU)

Komputer client dapat mengirim dokumen ke komputer sub server

Komputer sl/6 server dapat mengirim dokumen ke komputer server

Komputer server dapat mengirim dokumen ke komputer c/Zenf

Komputer sub server dapat mengirim dokumen ke komputer client

Komputer server dapat mengirim dokumen ke komputer sub server

PS : Komputer d/enttidakdapat mengakses dokumenyangdimilikioieh sob
server

Komputer c//enrtidakdapat mengirim dokumen ke komputer server
^ Komputer c//entttdak dapat mengakses dokumen yangdimilfki oleh server
^ Komputer subservertidakdapat mengakses dokumen yangdimlliki oleh

server



LAM PI RAN 2

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE :www.dpr.go.id

NOTA DINAS
NOMOR : /PD.02/09/2019

Yth. : Yth. Kepala BDTt

Dari : Kepala Bagian Set. Badan Anggaran

Hal : Permohonan Pemasangan File Sharing

Tanggai : 11 September 2019

Bersama Ini kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam
meningkatkan dukungan persidangan kepada Badan Anggaran DPR
Rl, Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran mengajukan
pemasangan File Sharing yang bertujuan untuk konektivitas komputer
di Sekretariat Badan Anggaran.

Adapun File Sharing yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 (dua)
folder yang terdiri dari:

No Name Folder - ^ Nama Pengqutia ;

1.

Folder Sub
Bagian Tata

Usaha

1. Dra. Nurul Faiziah
2. Siti Atika, S.E.
3. Asep Saifudin
4. Sururi Affif As
5. Kushni

6. Andi Yuliyanto, S.E.

2.
Folder Sub

Bagian Rapat

1. Dra. Nurul Faiziah
2. Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
3. Khaerudin
4. Rudi Mulyadi
5. Nindah Warachmah Suhahi, S.E.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

KABAG. SET. BADAN ANGGARAN.

DRA. NDRUL raZlAH
NIP. 19650220 19S103 2 002



Yth.

Dari

Hal

Tanggal

LAMPIRAN 3

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX. (021)5715 423 / 5715 925. WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DiNAS
NOMOR: \b5'/PD.02/10/2019

Yth. Kepala BDTI

Lakhar Kepala Bagian Set. Badan Anggaran

Pengajuan Pemasangan File Sharing

2 0ktober 2019

Bersama Ini kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam
meningkatkan dukungan persidangan kepada Badan Anggaran DPR RI.
Kepala Bagian Sekretarlat Badan Anggaran mengajukan pemasangan
File Sharing yang bertujuan untuk konektivitas komputer di Sekretarlat
Badan Anggaran. Sehubungan dengan itu kami mohon bantuan kepada
Saudara untuk pengajuan dimaksud.

Atas bantuan dan keijasama Saudara, kami ucapkan terima kaslh.

LAKHAR KABAG. SET. BADAN ANGGARAN,

IDA WRYAH. S.Sos.. MA,
NIP. 197604011998032002



CARA MENGGUNAKAN LAN (FILE SHARING)

|(^fjlebanggar.dpr.go.ld

^ Klik icon folder (biasanya
terdapat pada taskbar)

|r%' \\filebanggar.dpr.go.id| Pada address bar, ketik

Organize • Network and Shaing Center View remote prfrrters Wfllebangfiar.dpr.gO.id

"4
U.'.i'rr mmj

B Oom^in; U5EP-HP

Jf Periv?nib-;r fnv ii'rdentialf.

o Access is defied.

OK ] Cancel

Muncul tampilan seperti ini, lalu masukkan
user name:^^^^HIH||dan masukkan
password: lalu klik OK

Name '

i. SUB BAGIAN RAPAT

X SL© BAGIAN TU

T
Date modified Type

2/10/2019 1:47 PM File folder

7/10/2019 4:32 PM Filefdder

Backups
Share

J MedsosFileAd_2019_03_06_17_42_18
' • Share

medsossementara
Share

banggar
Share

MedsosRIeAdm

Share

Muncul tannpilan seperti ini, lalu klik 2x
pada folder banggar

SELAIVIAT...I1! ©

Anda berhasil masuk ke jaringan Set. Banggar

(a) SELAMAT BEKERJA @



Sekretariat Jenderal dan Badan KeaWianDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-OSES

TAHUN 2019

Nama

Instansi

NIP.

MiMOAH U)ap^chmAH SbHAPJi NamaCoac/r/Pr SHAWTX IdMivSerjEN ^PR-
l33^o9l&Xol90'i 2.001

fmbtos^'?

|-V5.%ofg)

^-0- 90\^

9 -^0 -oo'-v

8

10

11

12 Dst.

isu: permasalahapj:
i^jyangPi^'

.{^cv^at

(*)Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yangditandatangani oleh Coach

Kornunikasi;-4./-'

^>1)^ (^pfc\h'̂

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

Rusmanto, SH., MH



Sekretariat Jenderal dan Badan KeahlianDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PROSES

TAHUN2019

Instansi ;SETJtw daw ?>< t>P«-
NIP. '• I<39ro9l6xo\9o3>2-o0l

. -Tan^^Pembimbingan^

9^9 - 3_oi9

3.0 ^9- Zoi^

1^-10- aoio)

^^^•^i^asarahao^
^^^^hg''Dibahas.w^,«

ZV^d^oL

V-c«^r(x<^

(*)Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yangditandatangani oleh Coach

o'<-fc-nw\ 0\np£»\(

KOT>re0'A£«n
'irtnwgww

Law0JUW0

Kepala Bidang PelaksanaanPusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

i2.USMAMT0^ SH., MH



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahllan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MENTOR

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTORPELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN

TAHUN 2019

Nama vOA(lAChmah ^uHAiyi Nama Mentor;»pa NjyK-Y/*Ti, j.»r., M. aInstansi : seTJE^/ wtJ fck OPP-
NIP. •- l9gS"o3i6aoigo3z.ODi

SSiEfefTnaMlabi

iq-o^- ieV9

xg- OS- aov^ t ^c\n>i^0av\

^-0^-loiei
rtx^coiv\0 t^v\ .

U- 09 -2X)^0 fvAo^ 'O'rvo.^

2-- ' lol5

8

10

11

12

13

14 Dst..

(*)Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oieh Mentor

\A)V»nls Aff

WUcub



LAMPIRAN COACHING

Coaching I ; 9 September 2019

Coachfng II : 13 September 2019

H



Coaching Hi : 20 September 2019

Coacliiii0.iy: 8 Oktober 2019

^ t;.

• -i, rr*'. ^• j.l.t.



1. Nama Peserta

2. Unit Kerja

FORMULIR PERSETUJUAN COACH

PADA TAHAP RANCANGAN AKTUALISASI

•Nimpah War^achmah SuHAtyi

•BaPA/0 ^>P-0 ?ef^S^VA/^AN l|

3. Gagasan Pemecahan Isu
?eW6feOtE<TlFAN PATA t?AA* WFORMAil fggSlMAlCAM

:JSeCAM OFFUA/e Pi ^APAM AW66ARAN DCAISAN
MCAiegUAfAKAK tOCAt Al^A AyeTtueHK CLAai).

Catatan terhadap Gagasan Pemecahan Isu

So

.dst

Rekomendasi

^ !!*if?f .....

.dst

Kopo, -^.'3.

COACH,

19?803Z^ ioloo \X0\x



1. Nama Peserta

2. Unit Kerja

FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP RANCANGAN AKTUALISASI

: Mimoah Wawchmah SoHAy\

•S>aoaa; Aajscaram &iP-o U

3. Gagasan Pemecahan Isu
VI\TPi PAN INFO^lMAil PtftSlDA/WCAN

:secARA OFFUNe T>1 BAPAM An65APAN DeA«>AN
MSAiecvA/AliiAAl UXAt AR€A Ai£TWO|t>c ClAN).

Catatan terhadap Gagasan Pemecahan Isu

(eWVi. !y!.

Rekomendasi

.dst

.dst

Kopo,

MENTOR,

(\?A .WRY/tri KA.)
NIP. i9H0<#0M99So5ido2

Lamplran 3. Kartu Kendall Pembimblngan Aictuaiisasi Bagi Peserta, Coach dan Mentor



Nama Peserta : Nindah Warachmah Suhaiji, S.E.
Nomor Daftar Hadir : 12

Jabatan : Analis Data Dan Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

Catatan/Saran:

'\)A)LftAX (tV\A^VlWlS. V^^TU VftUuAt

^ ix V«A.ic?*iASo—f\ WU<—

3 - ffsOiA/dy '̂c^ LVia^ 2> ) ^ A

wijufc- HAbCU dX

\vxA-o^ Q'VDn/^via/^o*^— Wa^
c^vs- ^

Bogor, 26 Agustus 2019

Penguji,

Rusmanto. S.H.. M.H.

N1P.19711212\997031001

«v-



Formulir 9

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA DALAM MEMBUAT
RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III

Nama Peserta
Jabatan

Instansi

Tempat Aktuaiisasi

Nindah Warachmah Suhaiji, S.E.
Analis Data Dan Infonmasi

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl
Bagian Set. Badan Anggaran

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

Sangat Mampu/JUUmpy I ICyrang Mampy I TidoU Mampti

Membuat rancangan aktualisasi subtansi mata Peiatihan Dasar Calon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. inamfu vnengeloU (n^riu««n V

3.

Bogor, 26 Agustus 2019

Mentor,

tda^urvati. S.Sos.. M.A.
NIP.197604011998032002



Formuiir 9

PENJELASAN KEMANIPUAN PESERTA DALAM ME«®UAT

RANCANGAN AKTUAUSASI PELATIHAN DASAR CPNSANGKATAN tH

Nama Peserta

Jabatan

tnstansi

Ternpat Aktualisasi

: h^ndah Warachmah Suharji, S.E.
: Anaits Data Dan Informasi

: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

; Bs^an Set. Badan Anggaran

Saya meniiai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

Sangat

Membuat rancangan aktualisasi subtansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan seb^at berikut:

^"2. Jq\/\ ^'3

(W

Bogor. 26 Agustus 2019

Coach,
/

Dr. Shanty Imia Mfus. ST.. WA

NIP. 197803282010012012



PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA

DALAM MELAKSANAKAN AKTUALISASI

Formulir 10

Nama Peserta ; Nindah Warachmah Suhaiji, S.E.
Jabatan : Analis Data Dan Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

Tempat Aktualisasi : Bagian Set. Badan Anggaran

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

Sangat

Melaksanakan aktualisasi subtansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

^ lefah-

u ciQp<^

Bogor, 10 0ktober2019

Coacth

Dr. Shanty Irma Idrus. ST.. MM.

NIP.197803282010012012



Nama Peserta

Jabatan

Instansi

Tempat Aktualisai

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA

DALAM MELAKSANAKAN AKTUALISASI

Formulir 10

Nindah Warachmah Suharji, S.E.
Analis Data Dan Informasi

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R1

Bagian Set. Badan Anggaran

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

Sangat MampUMMampu I Kurang Mampu I Tidak Mampu^^gat Mampu^

Melaksanakan aktualisasi subtansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjeiasan sebagai berikut:

\. tiAif untvK

Idb'K ijg Cudo-h

Bogor, 10 Oktober 2019

Mentor,

Ida Nupyati. S.Sos.. M.A.

NIP.197604011998032002


